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BAB III  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Jumlah nasabah dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank CIMB 
Niaga cabang Yogyakarta yang kreditnya termasuk kategori kredit macet 
pada tahun 2008 sebanyak 46 debitur. Ada beberapa faktor penyebab 
wanprestasi debitur dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank CIMB 
Niaga cabang Yogyakarta, yaitu kemunduran usaha yang dimiliki oleh 
debitur sehingga usahanya bangkrut, gangguan terhadap penerimaan 
penghasilan tetap yang mengganggu keuangan debitur, dan kredit yang 
diberikan oleh bank tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian 
kredit (terjadi penyalahgunaan kredit) oleh debitur.  
2. Pada umumnya upaya yang dilakukan pihak bank terhadap debitur yang 
wanprestasi meliputi, kemunduran usaha yang dimiliki oleh debitur 
sehingga usahanya bangkrut, gangguan terhadap penerimaan penghasilan 
tetap yang mengganggu keuangan debitur, dan kredit yang diberikan oleh 
bank tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit (terjadi 
penyalahgunaan kredit) oleh debitur. Dalam 3 (tiga) kasus diatas yang 
penyelesaianya dilakukan dengan Pembayaran lunas dengan cara 
mengangsur oleh 26 debitur dan pembayaran tunai dilakukan oleh 17 
debitur, sedangkan yang melalui lelang sebanyak 3 (tiga) kasus 
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dikarenakan jaminan yang diberikan oleh debitur pada saat dilaksanakan 
lelang di KPKNL tidak mencapai limit harga yang ditetapkan padahal 
lelang telah dilaksanakan (dua) kali lelang.  
 
B. Saran  
1. Bank harus melakukan analisis secara lebih cermat dan mendalam terhadap 
calon debitur dalam memberikan keputusan kredit dan melakukan 
pengawasan lebih intensif dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan 
jaminan Hak Tanggungan untuk mengantisipasi risiko kredit macet yang 
timbul dari pemberian kredit.  
2. Pada penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan sendiri oleh debitur 
untuk melunasi kreditnya, sebaiknya bank mensyaratkan pembayaran 
melalui rekening bank atau di hadapan bank agar hasil penjualan tidak 
disalahgunakan oleh debitur.  
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